
 

 
 
 

 
 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
                                  NOMOR : P.85/Menhut-II/2014 

 

TENTANG 
 

TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN  

KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 

dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5217); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5506); 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang 
Pengesahan Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora; 

8.Peraturan.... 
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8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2013; 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden 

Nomor 50/P Tahun 2014; 
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 779); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA 

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM 
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM. 

 
BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
 

1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri 

khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan. 
2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan 

ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi 
pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 
3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang 

dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, 
perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. 

4. Kondisi lingkungan adalah kondisi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, 

kekhasan jenis dan peninggalan budaya dalam KSA dan KPA. 
5. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat 

berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik. 

6. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak 
yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas 

pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan 
ketahanan nasional. 

7.Pembangunan..... 
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7. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan adalah kegiatan yang 

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan 
negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi 
terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional. 

8. Mitra adalah pihak-pihak yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang 
dimilikinya  melakukan kerjasama dengan pengelola KSA dan KPA guna 

mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
9. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik swasta, dan koperasi. 

10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat 
dan/atau di air dan/atau di udara. 

11. Lintasan satwa adalah areal dimana satwa secara tetap atau berkala melintas di 
daerah tersebut. 

12. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk 

menyelenggarakan kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, 
pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi. 

13. Sarana prasarana pendukung kegiatan kerjasama adalah peralatan yang 

berfungsi mendukung kegiatan yang dikerjasamakan seperti antara lain 
teropong, alat komunikasi, sarana patroli pengamanan hutan. 

14. Naskah kerjasama adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan 
dua belah pihak. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan. 
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 

bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. 
17. Direktur Teknis yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang diserahi 

tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi 

alam. 
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional. 
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

lembaga daerah yang bertanggung jawab dibidang tertentu.  

 
Pasal 2 

 
Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan 
tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati.  

 
Pasal 3 

 
Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi: 
a. penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati. 

b. pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA, meliputi: 

a. mitra kerjasama; 
b. penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati; 
c. pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan; 

d. kewajiban; 
e. tata cara kerjasama; dan 

f. monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
BAB..... 
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BAB II 

MITRA KERJASAMA  
 

Pasal 5 

 
(1) Mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:  
a. badan usaha; 
b. lembaga internasional; atau 

c. pihak lainnya. 
 

(2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain: 
a. instansi pemerintah/lembaga negara; 
b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; 

c. kelompok masyarakat; 
d. lembaga swadaya masyarakat;   
e. perorangan;  

f. lembaga pendidikan; atau 
g. yayasan. 

 
BAB III 

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI KSA DAN KPA  

SERTA KEANEKARAGAMAN HAYATI 
 

Pasal 6 
 
(1) Kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi 

keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara 
lain berupa: 
a. kerjasama penguatan kelembagaan; 

b. kerjasama perlindungan kawasan;  
c. kerjasama pengawetan flora dan fauna;  

d. kerjasama pemulihan ekosistem; 
e. kerjasama pengembangan wisata alam; atau 
f. kerjasama pemberdayaan masyarakat. 

 
(2) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan 

fungsi KSA dan KPA sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, kawasan 

perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, sumber plasma nutfah serta 
sebagai sumber/kawasan pemanfaatan kondisi lingkungan dan jenis tumbuhan 

dan satwa liar. 
 

Pasal 7  

 
(1) Kerjasama penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

a, meliputi: 
a. kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan  
b. kerjasama bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan. 

 
(2) Kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan di bidang konservasi, kerjasama penyuluhan, pelatihan penguatan 
kelembagaan masyarakat. 

 
(3)Kerjasama... 
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(3) Kerjasama bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa  penempatan tenaga asing yang 
profesional, bantuan sarana prasarana pengelolaan berteknologi baru antara 
lain identifikasi deoxyribonucleic acid (DNA), pemuliaan jenis, kerjasama 

pengembangan teknologi penangkaran, pembesaran, pelepasliaran tumbuhan 
dan satwa liar, penanganan konflik satwa, eksploitasi dan koleksi specimen, 

bioprospecting, inventarisasi potensi air dan sumberdaya air.  
 

Pasal 8 

 
Kerjasama perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, 

meliputi kerjasama perlindungan dan pengamanan, antara lain dapat berupa 
kerjasama inventarisasi dan pembuatan peta kerawanan  hutan, pencegahan 
gangguan, identifikasi tanda batas, penguatan tenaga pengamanan termasuk 

pembentukan pengamanan swakarsa, patroli dan penanggulangan kebakaran.  
 

Pasal 9 
 

Kerjasama pengawetan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

c, antara lain dapat berupa kerjasama identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat 
dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. 

 

Pasal 10 
 

Kerjasama pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, 
antara lain  dapat berupa kerjasama rehabilitasi dan restorasi kawasan. 

 

Pasal 11 
 

(1) kerjasama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 
huruf e dilaksanakan di luar areal izin pengusahaan pariwisata alam. 

 

(2) Kerjasama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
antara lain dapat berupa kerjasama promosi, pembangunan sarana dan 
prasarana wisata alam, pembangunan pusat informasi dan pembinaan 

masyarakat. 
 

Pasal 12 
 

Kerjasama pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

f, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. 
 

BAB III 
KERJASAMA DALAM RANGKA  

PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN 

 
Pasal 13 

 
Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:   

a. kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan 
pertahanan keamanan negara; 

b. pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi; 

c. pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas; atau 
d. pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan 

listrik untuk kepentingan nasional.  
Pasal.... 

 

 
 
 


